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Abstract. The goal of forming a state government at the central and regional levels is
essentially the same, one of which is to advance public welfare. One of the main obstacles
to the advancement of public welfare is due to the high percentage of poor people in
Indonesia. Thus, the problem of poverty is a common problem faced by the central and
regional governments. One of the efforts to reduce the number of poor people is the Family
of Hope Program, where funding is jointly provided by the central and regional
governments, both provincial and district / city governments. This program also faces
various challenges in its implementation, one of which is an internal challenge that comes
from the social companion of the Harapan Harapan Family Program itself, in the form of
corruption. Objective: To find out the cause of the deviation in the form of a reduction in the
Family Hope Program Social Assistance Fund, and to know that the companion action
program of the family expectation in the form of a reduction in the social assistance fund
can be subjected to actions as regulated by the criminal act of corruption. Method: this
research is a normative juridical study with the use of a legislative approach and The results:
can get answers to identifying research problems. Conclusion : The accompanying action
of the Family of Hope Program (PKH) in the form of reducing social assistance funds can
be subject to actions as regulated by the criminal act of corruption because the source of
funding for the PKH funding comes from state finance.
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Abstrak. Tujuan pembentukan pemerintahan negara di tingkat pusat dan daerah pada
hakekatnya adalah sama, salah satunya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Salah
satu hambatan utama majunya kesejahteraan umum tersebut adalah karena masih tingginya
prosentase masyarakat miskin di Indonesia. Dengan demikian masalah kemiskinan tersebut
merupakan masalah bersama yang dihadapi oleh pemerintah pusat dan daerah. Salah satu
upaya untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin tersebut adalah melalui Program
Keluarga Harapan yang pendanaannya secara bersama-sama disediakan oleh pemerintah
pusat dan daerah, baik pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah
kabupaten/kota. Program ini pun menghadapi berbagai tantangan di dalam pelaksanaannya,
salah satunya adalah tantangan yang bersifat internal yang berasal dari pendamping sosial
Program Keluarga Harapan itu sendiri berupa tindak pidana korupsi. Tujuan: Mengetahui
penyebab terjadinya penyimpangan berupa pengurangan Dana Bantuan Sosial Program
Keluarga Harapan, dan mengetahui tindakan pendamping program keluarga harapan berupa
pengurangan dana bantuan sosial tersebut dapat dikenai tindakan sebagaimana diatur
undang-undang tindak pidana korupsi. Metode: penelitian ini merupakan penelitian yuridis
normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan hasil: dapat
memperoleh jawaban atas identifikasi masalah penelitian. Kesimpulan: Tindakan
pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) berupa pengurangan dana bantuan sosial
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tersebut dapat dikenai tindakan sebagaimana diatur undang-undang tindak pidana korupsi
karena sumber dana pembiayaan PKH tersebut berasal dari keuangan negara.

Kata Kunci: Kesejahteraan Umum, Bantuan Sosial, Pendamping Sosial

I. PENDAHULUAN

Indonesia menyatakan dirinya sebagai
sebuah negara kesejahteraan.! Berbagai hal
terkait dengan kesejahteraan
masyarakatnya “dijamin” oleh negara,
seperti; “fakir miskin dan anak-anak
terlantar dipelihara oleh negara”,> dan
“tiap-tiap warga negara berhak atas
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan”.® Salah satu bentuk nyata
penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat
di Indonesia adalah dengan adanya Program
Keluarga Harapan (PKH), yaitu; “program
pemberian bantuan sosial bersyarat kepada
Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang
ditetapkan sebagai keluarga penerima
manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan
penanggulangan kemiskinan”.*

Program Keluarga Harapan (PKH)
dapat dipahami sebagai sebuah program
yang pada dasarnya bertujuan untuk
mempercepat penanggulangan kemiskinan
yang terjadi di masyarakat. Karena
tujuannya untuk “mempercepat”
penanggulangan kemiskinan, maka dapat
dipahami bahwa PKH tersebut bukanlah
program utama untuk menanggulangi
masalah kemiskinan di Indonesia. Tentunya
ada program-program lainnya yang secara
sistematis dan nyata dilaksanakan oleh
pemerintah untuk mengatasi masalah
kemiskinan tersebut.

PKH tersebut dilaksanakan dalam
bentuk pemberian bantuan sosial bersyarat,
dapat dipahami bahwa yang dimaksud
dengan “syarat” disini dapat diartikan

1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Pembukaan aline Keempat.

2 Op.cit., Pasal 34 ayat (1).

3 Op.cit., Pasal 27 ayat (2).

4 Kementerian Sosial Republik Indonesia, Program
Keluarga Harapan,

sebagai; (1) syarat bagi penerimanya, dan
(2) syarat bentuk bantuannya. Yang
dimaksud dengan syarat bagi penerimanya
adalah tidak semua orang atau keluarga
dapat menerima PKH tersebut. Ada syarat-
syarat tertentu yang harus dipenuhi
sehingga orang atau keluarga tersebut dapat
menerima PKH. Sedangkan yang dimaksud
dengan syarat bentuk bantuannya dapat
diartikan sebagai; bantuan yang diberikan
oleh pemerintah melalui PKH tersebut tidak
bisa dalam bentuk apa saja, tetapi harus
dalam bentuk tertentu yang memang benar-
benar  diperlukan  oleh  masyarakat
(keluarga) penerima PKH. Adapun bagi
keluarga yang memenuhi syarat untuk
menerima PKH tersebut lebih lanjut disebut
sebagai Keluarga Penerima Manfaat
(KPM).

Yang dapat digolongkan ke dalam KPM
pada pokoknya adalah keluarga miskin,
terutama ibu hamil dan anak. Khusus untuk
penyandang disabilitas dan lanjut usia
ditujukan untuk mempertahankan taraf
kesejahteraan  sosialnya,® agar tidak
menjadi lebih rendah (taraf kesejahteraan
sosialnya menurun). Adapun bentuk dari
PKH tersebut adalah; (1) manfaat fasilitas
layanan kesehatan / faskes, dan (2) manfaat
fasilitas layanan pendidikan / fasdik. PKH
merupakan Program prioritas nasional yang
dinilai Bank Dunia sebagai “program
dengan biaya paling efektif untuk
mengurangi kemiskinan dan menurunkan
kesenjangan antar kelompok miskin, juga
merupakan program yang memiliki tingkat

https://www.kemsos.go.id/program- keluarga-

harapan, diunduh hari Rabu tanggal 5 Juni 2019.
5 Kementerian Sosial Republik Indonesia, Program

Keluarga Harapan,

https://www.kemsos.go.id/program- keluarga-

harapan, diunduh hari Rabu tanggal 5 Juni 2019.
¢ 1bid.
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efektivitas ~ paling  tinggi
penurunan koefisien gini”.’

“Melalui PKH, KPM didorong untuk
memiliki  akses dan  memanfaatkan
pelayanan  sosial  dasar  kesehatan,
pendidikan, pangan dan gizi,
perawatan, dan pendampingan, termasuk
akses  terhadap  berbagai  program
perlindungan  sosial  lainnya  yang
merupakan program komplementer secara
berkelanjutan. PKH diarahkan untuk
menjadi tulangpunggung penanggulangan
kemiskinan yang mensinergikan berbagai
program perlindungan dan pemberdayaan
sosial nasional”.®

Dalam pelaksanaan PKH tersebut,
Kementerian Sosial Republik Indonesia
menugaskan pendamping PKH untuk
“membina Keluarga Penerima Manfaat
(KPM) menjadi keluarga mandiri. Sehingga
kedepannya KPM bisa memperbaiki
perekonomiannya sendiri”.® Tugas
pendamping PKH tersebut lebih kepada
memberdayakan bantuan tunai yang
diterima KPM melalui PKH agar dapat
memberikan nilai tambah kepada KPM itu
sendiri. Pendamping PKH tersebut direkrut
olehn  Kementerian  Sosial  Republik
Indonesia dari masyarakat umum dengan
ketentuan harus memenuhi beberapa syarat
yang telah ditentukan  sebelumnya.
Pendamping PKH tersebut mempunyai
ikatan kerja untuk waktu tertentu dan
memperolah honor (gaji) dengan nilai
tertentu. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa
pendamping PKH tersebut sebagai seorang
profesional yang menjalankan profesinya
dengan memperoleh  honor. Dengan
demikian pendamping PKH tersebut harus
bertindak (bekerja) secara profesional.
Pendamping PKH bukanlah pekerjaan yang
bersifat sukarela dan bukan juga pekerjaan
sampingan (paruh waktu).

terhadap

" Kementerian Sosial Republik Indonesia, Program
Keluarga Harapan,
https://www.kemsos.go.id/program-keluarga-
harapan, diunduh hari Rabu tanggal 5 Juni 2019.

8 1bid.

° Satelit Post, Tugas Pendamping PKH Bukan
Hanya Mendata,

Keberadaan pendamping PKH yang
profesional tersebut diharapkan dapat
menjadikan PKH sebagai sebuah program
yang tepat sasaran dan tepat guna, sehingga
dapat efisien dan efektif dalam hal
penggunaan anggarannya. Hal tersebut
sangat penting karena PKH sendiri
merupakan program prioritas nasional yang
menjadi bagian dari program kerja
pemerintah yang lebih dikenal dengan
Nawa Cita. Dengan demikian keberhasilan
PKH tersebut secara langsung dapat
merepresentasikan dan mewujudkan “janji
politik” yang disampaikan oleh Presiden
dan Wakil Presiden terpilin pada saat
kampanye  Pemilihan  Umum  yang
diselenggarakan pada tahun 2014.

Secara langsung dan nyata
penyalahgunaan bantuan tunai PKH yang
dilakukan oleh pendamping PKH sangat
merugikan  KPM  yang  seharusnya
menerima manfaat dari PKH tersebut.
Dilain pihak penyalah gunaan bantuan tunai
PKH tersebut merugikan keuangan negara
karena sumber dana yang dipergunakan
untuk PKH tersebut berasal dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
yang disalurkan melalui Kementerian
Sosial Republik Indonesia. Sementara itu
dapat dipahami bahwa segala bentuk
tindakan yang berpotensi merugikan
keuangan negara dapat dikategorikan
sebagai Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Dalam hal ini Tindak Pidana Korupsi bukan
hanya domain'® dari Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) saja untuk menanganinya,
tetapi menjadi bagian dari kewenangan
pihak kepolisian dan kejaksaan untuk
menanganinya juga. Pembagian
kompetensi penanganan tindak pidana
korupsi antara KPK dengan kepolisian serta
kejaksaan disebabkan lebih kepada besaran
nilai potensi kerugian negara Yyang

https://satelitpost.com/regional/tugas-
pendamping-pkh-bukan-hanya-mendata, diunduh
hari Rabu tanggal 5 Juni 2019.

1 “Wilayah, daerah, ranah”. Lihat: KBBI Daring,
Domain,
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/domain,
diunduh hari Rabu tanggal 5 Juni 2019.
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ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi

tersebut.

Berdasarkan latar belakang penelitian
ini maka peneliti merumuskan identifikasi
masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penyebab terjadinya
penyimpangan berupa pengurangan
Dana Bantuan Sosial Program Keluarga
Harapan?

2. Bagaimanakah tindakan pendamping
program keluarga harapan berupa
pengurangan dana bantuan sosial
tersebut dapat dikenai tindakan
sebagaimana diatur undang-undang
tindak pidana korupsi?

Il. METODE

Terdapat hubungan yang erat dan tidak
terpisahkan antara metode penelitian
dengan teknik penelitian. Metode penelitian
adalah tentang bagaimana ilmu
pengetahuan  harus  disusun  secara
sistematis melalui langkah-langkah yang
bersifat ilmiah untuk memperoleh ilmu
pengetahuan, sedangkan teknik penelitian
adalah tentang bagimana metode penelitian
dilaksanakan di dalam sebuah penelitian.!

Di dalam penelitian ini, peneliti dengan
berbagai pertimbangan melaksanakannya
sebagai  sebuah  penelitian  hukum
normatif,'? menurut Soetandyo
Wignjosoebroto  disebut juga sebagai
penelitian hukum doktrinal.*®* Di dalam
penelitian hukum normatif, hukum dilihat
sebagai sebuah gejala sosial, bukan hanya
terdiri dari kaidah dan norma hukum saja.'*

11 Suryana, Metodologi Penelitian Model Praktis
Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Univeristas
Pendidikan Indonesia, Bandung, 2010, tanpa
halaman.

2 gsalim HS. Dan Erlies Septiana Nurbani,
Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis
Dan Disertasi, RajaGrafindo Persada, Jakarta,
2013.

13 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian
Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, him.
42,

14 Hans Kelsen, Penerjemah: Raisul Muttagien,
Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara,
Nusamedia, Bandung, 2013, HIm. 235.

Untuk membedakan apakah sebuah
penelitian hukum merupakan penelitian
hukum normatif / doktrinal atau penelitian
hukum empiris / sosio legal, maka dapat
diketahui dari ciri-ciri metode penelitiannya
itu sendiri. Adapun ciri-ciri metode
penelitian hukum normatif diantaranya
adalah:*®
1. Pendekatan yuridis. Karena penelitian

ini adalah penelitian hukum, maka

pendekatan penelitian yang dilakukan
juga harus merupakan pendekatan
hukum.

2. Bersifat deskriptif analitis. “Penelitian
deskriptif adalah salah satu jenis
penelitian yang tujuannya untuk
menyajikan gambaran lengkap
mengenai setting  sosial atau
dimaksudkan untuk eksplorasi dan
Klarifikasi mengenai suatu fenomena
atau kenyataan sosial, dengan jalan
mendeskripsikan  sejumlah  variabel
yang berkenaan dengan masalah dan
unit yang diteliti antara fenomena yang
diuji”.*® Sedangkan “Analisis adalah
aktivitas yang terdiri dari serangkaian
kegiatan seperti, mengurai,
membedakan, memilah sesuatu untuk
dikelompokkan  kembali  menurut
kriteria tertentu dan kemudian dicari
kaitannya lalu ditafsirkan maknanya”.!’

3. Penelitian sebagian besar dilakukan di
perpustakaan, hal tersebut sesuai
dengan pendapat Soerjono Soekanto
dan Sri Mamuji yang mengatakan
bahwa; “penelitian hukum yang

15 Lili Rasjidi, Menggunakan Teori/Konsep Dalam
Analisis Di Bidang IImu Hukum, Bandung, 2007,
him. 6.

16 Wikipedia, Penelitian Deskriptif,

https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_deskriptif

, diunduh hari Kamis tanggal 6 Juni 2019.
Maxmanroe.com, Pengertian Analisis: Arti,

Turunan Kata, dan Contoh

Penggunaannya,

https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengerti

an- analisis.html, diunduh hari Kamis tanggal 6

Juni 2019.

17
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dilakukan dengan cara meneliti bahan

pustaka atau data sekunder belaka”.!8
4. Kaidah hukum di dalam penelitian

normatif dijadikan sebagai konsep,

perspektif, teori, atau paradigma

penelitian.

5. Tidak menggunakan hipotesis
penelitian.

6. Menggunakan analisis data kualitatif.
Penelitian hukum normatif

menggunakan kebenaran pragmatis, yaitu;
"berusaha menemukan asal mula serta
hakekat terdalam segala sesuatu™.!®
Menurut Louis O. Kattsoff kebenaran
pragmatik didefinisikan sebagai:?® "Untuk
memastikan makna apakah yang dikandung
oleh suatu konsepsi akali, maka kita harus
memperhatikan konsekuensi-konsekuensi
praktis apakah yang niscaya akan timbul
dari kebenaran-kebenaran konsepsi
tersebut”. Dengan demikian kebenaran
pragmatis menjadikan kebenaran dalam
pengertian yang dinamis dan nisbi.?

Metode pendekatan yang dipergunakan
di dalam sebuah penelitian hukum normatif
sangat terkait dengan judul penelitian
tersebut. Di dalam penelitian ini, terkait
dengan judul penelitiannya, pendekatan
penelitian yang dipergunakan oleh peneliti
adalah pendekatan perundang-undangan
karena terkait dengan penerapan suatu
peraturan perundang-undangan tertentu,
yaitu undang- undang pemberantasan
tindak pidana korupsi.

Data yang dipergunakan di dalam
penelitian ini adalah data sekunder, dengan
demikian sebagian besar penelitian dan atau
penulisan laporan penelitian dilakukan di
perpustakaan. Data sekunder sesungguhnya
data yang sudah tersedia terlebih dahulu
sebelum penelitian tersebut dilaksanakan.
Hal tersebut dimungkinkan karena data
sekunder  sejatinya  tersedia  untuk

18 Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, Penelitian
Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,
Rajawali Pers, Jakarta, 1990, him. 15.

19 Louis O. Kattsoff, Alih Bahasa: Soejono
Soemargono, Pengantar Filsafat, Tiara Wacana,
Yogyakarta, 2004, him. 126.

kepentingan yang lainnya selain dari
penelitian ini.

I11.HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelenggaraan kesejahteraan
sosial  di Indonesia merupakan perintah
dari Undang- Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, sekaligus
sebagai  tujuan  dari  pembentukan
pemerintahan Indonesia, yaitu; "melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia, memajukan
kesejahteraan ~ umum,  mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial..”.??
Terkait dengan masalah sosial, pemerintah
Indonesia mempunyai kewajiban untuk
memajukan kesejahteraan umum, yaitu
kesejahteraan masyarakat Indonesia dengan
berdasarkan kepada keadilan sosial.

Tujuan hukum di Indonesia harus sama
dengan tujuan pembentukan pemerintahan
itu sendiri, dengan demikian salah satu
tujuan hukum di Indonesia adalah untuk
menyelenggarakan  kesejahteraan  yang
berkeadilan sosial. Pada akhirnya dapat
dipahami bahwa kesejahteraan dan keadilan
sosial adalah dua sisi dari satu mata uang
yang sama. Kesejahteraan masyarakat
terwujud dengan adanya keadilan sosial di
masyarakat tersebutl, dilain pihak keadilan
sosial dapat dirasakan oleh masyarakat
apabila masyarakat tersebut sejahtera.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial di
Indonesia saat ini sebagaimana dimaksud
oleh Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 11 Tahun 2009 Tentang
Kesejahteraan Sosial. Yang dimaksud
dengan penyelenggaraan kesejahtaraan
sosial disini adalah; “upaya yang terarah,
terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan
Pemerintah, pemerintah daerah, dan

20 Op.cit., him. 126-127.

21 Op.cit., him. 128.

2 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Pembukaan, Alinea
Keempat.
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masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial
guna memenuhi kebutuhan dasar setiap
warga negara, yang meliputi rehabilitasi
sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial,
dan perlindungan sosial”.?®> Dari sisi
penyelenggaraannya, kesejahtaraan sosial
dapat diselenggarakan (diupayakan
pencapaiannya) oleh; (1) pemerintah pusat,
(2) pemerintah daerah, dan (3) masyarakat
dalam arti yang luas. Masyarakat dalam arti
luas ini bukan hanya diartikan orang per
orangan sebagai subjek hukum, tetapi juga
badan hukum sebagai subjek hukum di
Indonesia.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial
dilaksanakan melalui pelayanan sosial yang
ditujukan semata-mata untuk memenuhi
kebutuhan dasar setiap warga negara
Indonesia. Dikategorikan sebagai
kebutuhan dasar setiap warga negara
Indonesia tersebut adalah; (1) rehabilitasi
sosial, (2) jaminan sosial, (3) pemberdayaan
sosial, dan (4) perlindungan sosial.
Sementara itu kesejahteraan sosial diartikan
sebagai; “kondisi terpenuhinya kebutuhan
material, spiritual, dan sosial warga negara
agar dapat hidup layak dan mampu
mengembangkan diri, sehingga dapat
melaksanakan  fungsi sosialnya”.?*
Berdasarkan hal tersebut, kesejahteraan
sosial bukan hanya kondisi dimana
masyarakat dapat hidup layak saja, bukan
hanya kondisi dimana kebutuhan material,
spiritual, dan sosial terpenuhi saja, tetapi
lebih dari itu; kesejahteraan sosial harus
mempu menciptakan suatu kondisi dimana
masyarakat Indonesia mempunyai
kemampuan untuk mengembangkan dirinya
dan melaksanakan fungsi sosialnya.

Adapun tujuan dari penyelenggaraan
kesejahtaraan ~ sosial ~ di  Indonesia
sebagaimana dimaksud Pasal 3 Undang-

23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11

Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1
angka (2).

24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11

Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1
angka (1).

25 Hartono Laras, Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
Dan Target Capaian Kinerja Kementerian Sosial

Undang Republik Indonesia Nomor 11

Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

adalah sebagai berikut:®

1. Quality of life, “meningkatkan taraf
kesejahteraan, kualitas, dan
kelangsungan hidup".

2. Social functioning, “memulihkan fungsi

sosial dalam  rangka  mencapai
kemandirian”.
3. Social Resilience, “meningkatkan

ketahanan sosial masyarakat dalam

mencegah dan menangani masalah

kesejahteraan sosial”.

4. Corporate  Social  Responsibility,
“meningkatkan kemampuan,
kepedulian dan tanggungjawab sosial
dunia usaha dalam penyelenggaraan
kesejahteraan sosial secara melembaga
dan berkelanjutan”.

5. Social  Solidarity, “meningkatkan
kemampuan dan kepedulian masyarakat
dalam penyelenggaraan kesejahteraan
sosial  secara  melembaga dan
berkelanjutan”.

6. Quality of Management, "meningkatkan
kualitas manajemen penyelenggaraan
kesejahteraan sosial”.

Secara umum penyelenggaraan
kesejahteraan sosial merupakan
tanggungjawab negara®® yang ditujukan
kepada perseorangan, keluarga, kelompok,
dan atau masyarakat?’ dengan prioritas
kepada yang mengalami kemiskinan,
ketelantaran, kecacatan, keterpencilan,
ketunaan  sosial dan  penyimpangan
perilaku, korban bencana, dan atau korban
tindak  kekerasan,  eksploitasi  dan
diskriminasi.?8

Penelitian ini terkait erat dengan upaya
pemerintah dalam melakukan
penanggulangan kemiskinan.
Penanggulangan kemiskinan didefinisikan

Tahun 2019, Sekretaris Jenderal Kementerian
Sosial, Disampaikan Pada Acara Rapat Koordinasi
Program Pemberdayaan Sosial, 21 Maret 2019.

% Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal
4.

27 Op.cit., Pasal 5 ayat (1).

28 Op.cit., Pasal 5 ayat (2).
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sebagai “kebijakan, program, dan kegiatan
yang dilakukan terhadap orang, keluarga,
kelompok dan/atau masyarakat yang tidak
mempunyai atau mempunyai sumber mata
pencaharian dan tidak dapat memenuhi
kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan”.?°

Penanganan fakir miskin di Indonesia
saat ini diselenggarakan berdasarkan
ketentuan ~ Undang-Undang  Republik
Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang
Pananganan Fakir Miskin. Fakir miskin
adalah; "orang yang sama sekali tidak
mempunyai sumber mata pencaharian
dan/atau  mempunyai sumber  mata
pencaharian tetapi tidak mempunyai
kemampuan memenuhi kebutuhan dasar
yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau
keluarganya".®®  Berdasarkan  definisi
tersebut definisi fakir miskin hanya
menggunakan satu indikator saja, yaitu;
mata pencaharian atau penghasilan.
Seseorang dikategorikan miskin apabila
tidak mempunyai penghasilan  atau
penghasilannya tidak cukup.

Definisi  fakir miskin terkait juga
dengan kemampuan seseorang untuk
memenuhi kebutuhan dasarnya. Definisi
kebutuah dasar tersebut terdapat di dalam
Pasal 1 angka (3) Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011
Tentang Penanganan Fakir Miskin, yaitu;
“kebutuhan pangan, sandang, perumahan,
kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau
pelayanan sosial”. Definisi kebutuhan dasar
ini pun untuk saat ini mungkin perlu dikaji
kembali karena kebutuhan dasar tersebut
secara nyata dipengaruhi oleh faktor-faktor
yang bersifat eksternal. Sebagai contoh;
kendaraan bermotor secara tradisional
dikategorikan ~ sebagai  bagian  dari
kebutuhan tersier. Tetapi untuk saat ini,
banyak orang yang lebih mendahulukan
mempunyai kendaraan bermotor
dibandingkan dengan mempunyai rumah.

29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal
19.

30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin,
Pasal 1 angka (1)

Di dalam Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang
Penanganan Fakir Miskin tersebut terdapat
dua pasal yang memuat tentang ketentuan
pidana, yaitu; Pasal 42 dan Pasal 43.
Menarik untuk dicermati adalah bahwa
sebagian sumber dana penangangan fakir
miskin berasal dari; Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN), serta
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD).3! Oleh sebab itu “Setiap orang
atau korporasi dilarang menyalahgunakan
dana penanganan fakir miskin sebagaimana
dimaksud...”.*?

Penyalahgunaan dana penanganan fakir
miskin tentunya secara langsung akan
merugikan keuangan negara (keuangan
pemerintah pusat dan atau keuangan
pemerintah daerah). Hal tersebut tentunya
menjadi bagian dari Tindak Pidana Korupsi
(TPK). Meskipun demikian perlu juga
dicermati ketentuan pasal 43 undang-
undang tersebut yang pada pokoknya
menempatkan tindak pidana terkait dengan
penyalahgunaan dana penanganan fakir
miskin bukan sebagai bagian dari Tindan
Pidana Korupsi (TPK), tetapi merupakan
tindak pidana biasa. Dengan demikian
sanksinya pun tidak sama dengan sanksi
sebagaimana diatur di dalam undang-
undang pemberantasan tindak pidana
korupsi, dan perubahannya.

Secara khusus peraturan perundang-
undangan yang terkait dengan pelaksanaan
PKH di Indonesia adalah Peraturan Menteri
Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2018 Tentang Program Keluarga Harapan.
Bahwa eksistensi Permensos tersebut
adalah “untuk meningkatkan kualitas hidup
keluarga miskin dan rentan melalui
peningkatan aksesibilitas terhadap layanan
kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan
sosial, perlu program perlindungan sosial
yang terencana, terarah, dan berkelanjutan

31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin,
Pasal 36, ayat (1).

32 Op.cit., Pasal 38.
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Pelaksanaan PKH di Indonesia tidak
terlepas dengan fakta masih banyaknya
masyarakat  Indonesia  yang  dapat
dikategorikan sebagai masyarakat miskin”
(Konsideran, huruf a). Hal tersebut sesuai
dengan definisi dari PKH tersebut, yaitu;
“program  pemberian  bantuan  sosial
bersyarat kepada keluarga dan/atau
seseorang miskin dan rentan yang terdaftar
dalam data terpadu program penanganan
fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan
Informasi  Kesejahteraan  Sosial  dan
ditetapkan sebagai keluarga penerima
manfaat PKH” (Pasal 1, angka 1).
Sedangkan pihak yang menjadi peserta
PKH tersebut disebut Keluarga Penerima
Manfaat (KPM), yaitu; “keluarga penerima
bantuan sosial PKH yang telah memenubhi
syarat dan ditetapkan dalam keputusan”
(Pasal 1, angka 5).

Karena KPM tersebut mempunyai hak
dan kewajiban, maka sudah sepantasnya
apabila ada pengaturan terkait dengan
sanksi apabila KPM tersebut tidak dapat
memenuhi komitmenya. Terkait dengan
masalah sanksi, pengaturannya terdapat di
dalam Pasal 9 yaitu: (a) Apabila Keluarga
Penerima Manfaat tidak memenuhi
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 dan Pasal 8 dikenakan sanksi, dan
(b) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berupa penangguhan atau penghentian
Bantuan Sosial PKH.

Tujuan dari pelaksanaan Program
Kelurga Harapan (PKH) adalah;®
“mengubah  perilaku, meningkatkan
kualitas sumber daya manusia, mendukung
peningkatan kesejahteraan dari kelompok
paling miskin, serta memutus rantai
kemiskinan”. Tujuan khusus Program
Keluarga Harapan (PKH) dirumuskan
secagai berkut:3*

1. Meningkatkan  kualitas  kesehatan
RTSM/KSM.
3 TNP2K  (Tim  Nasional  Percepatan

Penanggulangan Kemiskinan), Program Keluarga
Harapan Upaya Memutus Rantai Kemiskinan
Antar Generasi, Booklet, 2014.

2. meningkatkan taraf pendidikan anak-
anak RTSM/KSM.

3. meningkatkan akses dan kualitas
pelayanan pendidikan dan kesehatan,
Khususnya bagi anak-anak
RTSM/KSM.

Sedangkan tujuan umum Program
Keluarga Harapan (PKH) dirumuskan
secagai berkut:3® "Meningkatkan kualitas
sumber daya manusia, serta merubah
perilaku peserta PKH yang relatif kurang
mendukung peningkatan kesejahteraan”.
Sementara itu di dalam Program Keluarga
Harapan (PKH) tersebut pengaturannya
terdapat di dalam Keputusan Direktur
Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial
Nomor: 04/L.JS/08/2018 Tentang
Perubahan Pertama Atas Keputusan
Direktur ~ Jenderal Perlindungan Dan
Jaminan Sosial Nomor: 01/LJS/02/2018
Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran
Bantuan Sosial Non Tunai yang merupakan
petunjuk  teknis  pelaksanaan  PKH
disebutkan bahwa tujuan PKH adalah
(halaman 4):

1. “Meningkatkan taraf hidup Keluarga
Penerima Manfaat melalui akses
layanan pendidikan, kesehatan, dan
kesejahteraan sosial;

2. Mengurangi beban pengeluaran dan
meningkatkan pendapatan keluarga
miskin dan rentan;

3. Menciptakan perubahan perilaku dan
kemandirian  Keluarga  Penerima
Manfaat dalam mengakses layanan
kesehatan dan pendidikan  serta
kesejahteraan sosial; dan

4. Mengurangi kemiskinan dan
kesenjangan.

5. Mengenalkan manfaat produk dan jasa
keuangan formal kepada Keluarga
Penerima Manfaat”.

Penerima manfaat dari PKH adalah
keluarga yang sangat miskin, bukan
keluarga miskin. Menurut arti Kkata,;

34 Kajian Program Keluarga Harapan, op.cit., him. 6.

% Kajian Program Keluarga Harapan, Derektorat
Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, 2015,
him. 6.
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"miskin" adalah suatu kondisi "tidak
berharta; serba kekurangan (berpenghasilan
sangat rendah)".®® Meskipun definisi sangat
miskin tersebut bersifat kualitatif sehingga
tidak dapat merujuk kepada suatu indikator
yang bersifat kuantitatif (angka-angka),
tetapi dapat dipahami bahwa kondisi

"sangat miskin" tersebut kondisi yang lebih

buruk dari miskin.

Program Keluarga Harapan (PKH)
merupakan bantuan dari pemerintah dalam
bentuk program bantuan tunai bersyarat
(Conditional Cash Transfer / CCT). Yang
dimaksud dengan “syarat” disini adalah
karena  penerima  program  bantuan
diwajibkan untuk melakukan / mengerjakan
sesuatu. Dengan kata lain, apabila penerima
melaksanakan kewajibannya, maka yang
bersangkutan mempunyai hak untuk
menerima bantuan tunai yang dimaksud.

Di dalam Program Keluarga Harapan
(PKH) ini, penerima manfaatnya adalah
keluarga sangat miskin yang memiliki;*’ (a)
ibu hamil, (b) ibu nifas, (c) ibu menyusui,
(d) anak balia atau prasekolah, (e) anak
tingkat SD atau SMP sederajat yang belum
menyelesaikan pendidikan dasar. Dalam
jangka panjang diharpakan Program
Keluarga Harapan (PKH) ini dapat
memutus rantai kemiskinan yang terjadi di
dalam keluarga dari generasi ke generasi.

Dasar Hukum pelaksanaan Program
Keluarga Harapan (PKH) adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional.

2. Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2011 Tentang
Penanganan Fakir Miskin.

3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun
2010 Tentang Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan.

4. Instruksi Presiden Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Program
Pembangunan yang Berkeadilan poin
lampiran ke 1 tentang Penyempurnaan

3% KBBI Daring, Miskin,
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/miskin,
diunduh hari Rabu tanggal 17 Juli 2019.

Pelaksanaan

Harapan.
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 2013 Tentang

Pencegahan  Dan  Pemberantasan

Korupsi poin lampiran ke 46 tentang

Pelaksanaan Transparansi Penyaluran

Bantuan Langsung Tunai Bersyarat

Bagi Keluarga Sangat Miskin (KSM)

Sebagai Peserta Program Keluarga

Harapan (PKH).

Di dalam Peraturan Menteri Sosial
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018
Tentang Program Keluarga Harapan, Pasal
10, terdapat pengaturan terkait dengan
sumber daya manusia yang terlibat di dalam
pelaksanaan PKH tersebut, yaitu (ayat 1); a.
penasihat nasional; b. tenaga bantuan
teknis; c. tenaga ahli; d. koordinator
regional; e. koordinator wilayah; f.
koordinator daerah kabupaten/kota; g.
supervisor pekerjaan sosial; h. pendamping
sosial; i. asisten pendamping sosial; dan j.
administrator pangkalan data.

“Sumber daya manusia sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) direkrut, diseleksi,
dan ditetapkan oleh direktur yang
menangani pelaksanaan PKH” (ayat 2).
Kemudian diatur juga bahwa; “Penggunaan
sumber daya manusia sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan
kebutuhan dan kemampuan keuangan
negara” (ayat 3).

Petunjuk teknis pelaksanaan Program
Keluarga Harapan (PKH) tersebut
pengaturannya terdapat di dalam Keputusan
Direktur Jenderal Perlindungan Dan
Jaminan Sosial Nomor: 04/LJS/08/2018
Tentang  Perubahan  Pertama  Atas
Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan
Dan Jaminan Sosial Nomor:
01/LJS/02/2018 Tentang Petunjuk Teknis
Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai.
Tujuan dari dirumuskannya petunjuk teknis
ini adalah:

Program Keluarga

37 1bid.
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1. “Memberikan informasi dan
pemahaman tentang kebijakan dan
mekanisme pelaksanaan penyaluran
PKH;

2. Menerapkan mekanisme pengendalian
dalam pelaksanaan PKH;

3. Memberikan solusi terhadap kendala
atau permasalahan pada pelaksanaan
program PKH;

4. Menyajikan pelaporan secara
terstandarisasi (manual/otomasi) dalam
pelaksanaan PKH”.%

Di dalam petunjuk teknis tersebut
disebutkan bahwa; “mekanisme penyaluran
bantuan sosial dilaksanakan oleh Pemberi
Bantuan Sosial melalui Bank Penyalur ke
rekening atasnama Penerima Bantuan
Sosial. Yang dimaksud dengan rekening
atas nama penerima bantuan sosial adalah
rekening yang mencakup seluruh program
bantuan sosial yang diterima oleh penerima
bantuan sosial dan dapat dibedakan
penggunaannya untuk  masing-masing
program bantuan sosial. Rekening tersebut
memiliki fitur uang elektronik dan tabungan
(basic saving account) yang dapat diakses
melalui kartu kombo (Kartu Keluarga
Sejahtera). Dalam hal penerima bantuan
sosial telah memiliki rekening untuk salah
satu program bantuan sosial, maka rekening
tersebut harus digunakan untuk menerima
program bantuan sosial lainnya”.®

Tugas dari pendamping sosial adalah;
“melaksanakan pendampingan bagi para
KPM PKH di tingkat kecamatan.
Pendampingan dilakukan untuk
keseluruhan proses pelaksanaan Program
Keluarga Harapan”,*® yang berperan;
“dalam melaksanakan seluruh tahapan
pelaksanaan PKH yakni : a. Pertemuan
awal, b. Validasi, c. Pemutakhiran data, d.
Verifikasi komitmen kehadiran di layanan
pendidikan dan kesehatan, e. Mengawasi

38 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Dan
Jaminan Sosial Nomor: 04/LJS/08/2018 Tentang
Perubahan Pertama Atas Keputusan Direktur
Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial
Nomor: 01/LJS/02/2018 Tentang Petunjuk Teknis
Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai, him. 1.

3 Op.cit., him. 3.

dan melaporkan penyaluran bantuan sosial
sebagai bahan untuk rekonsiliasi di tingkat
Kabupaten/Kota, f. Melaksanakan

pertemuan peningkatan ~ kemampuan
keluarga (P2K2), g. Melaksanakan
penanganan pengaduan, h. Membuat

laporan dan menyelesaikan permasalahan
yang timbul dalam pelaksanaan PKH di
lapangan”.

“Berdasarkan buku kerja pendamping
PKH Pendamping memiliki tugas yang
sangat penting dalam melaksanakan
program di lapangan yaitu:

1. Tugas Pokok

Tugas pokok meliputi tugas persiapan

program, tugas rutin dan tugas dalam

proses pembayaran. Tugas persiapan
program berupa sosialisasi program

PKH tingkat kecamatan,

menyelenggarakan pertemuan awal

dengan seluruh calon peserta PKH dan
tindak lanjut pertemuan awal. Tugas
rutin  pendamping adalah  tugas
keseharian yang harus dilakukan secara
intensif tugas rutin ini dialokasikan
dalam waktu empat hari kerja antara

Senin s/d Kamis. Tugas rutin meliputi:

a. Melakukan pemutahiran data.

b. Memfasilitasi dan menyelesaikan
kasus pengaduan.

c. Mengunjungi rumah peserta PKH
jika dalam pertemuan kelompok ada
peserta PKH yang tidak bisa datang
dan tidak memenuhi komitmen.

d. Melakukan koordinasi  dengan
aparat setempat dan pemberi
layanan pendidikan dan kesehatan.

e. Melakukan pertemuan bulanan
dengan ketua kelompok dan seluruh
peserta PKH.

f. Melakukan temu kunjung bulanan
dengan petugas kesehatan dan
pendidikan di lokasi pelayanan.

40 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Dan
Jaminan Sosial Nomor: 04/LJS/08/2018 Tentang
Perubahan Pertama Atas Keputusan Direktur
Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial
Nomor: 01/LJS/02/2018 Tentang Petunjuk Teknis
Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai, him. 33-
34.
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g. Memberikan  motivasi  kepada kemungkinan dapat dimanfaatkan
peserta PKH dalam menjalankan dalam  membantu  mendukung
komitmen. penanggulangan kemiskinan,

h. Melakukan upaya yang sinergi penanganan masalah atau
antara pendamping PKH dengan kebutuhan khusus yang dialami
pemberi layanan pelayanan peserta PKH.
kesehatan dan pendidikan. h. Pendamping dapat  bersinergi

i. Melakukan  pencatatan  dan dengan Program Kelompok Usaha
pelaporan”. 4! Bersama (KUBE) dari Kementerian

2. Tugas pengembangan. Sosial, Usaha Peningkatan

Tugas pengembangan yang dilakukan Pendapatan Keluarga  Akseptor

pendamping PKH meliputi: (UPPKA) dari Badan Koordinasi

a. Melakukan koordinasi atau Keluarga Berencana Nasional,
kerjasama dengan tokoh-tokoh adat Program Pengembangan Usaha
dan atau keagamaan dalam sesi-sesi Ekonomi Produktif dari
komunikasi ritual dalam rangka Kementerian Pertanian.
meneguhkan nilai- nilai moral dan i. Berperan serta dalam menunjang
spritual bagi keluarga peserta PKH. sosialisasi  program keluarga

b. Melakukan kerjasama dengan tim berencana.
penggerak PKK dan atau LK3 3. Tugas Penunjang.
dalam upaya penyadaran Tugas penunjang pendamping PKH
pentingnya fungsi-fungsi keluarga berupa:
bagi peserata PKH. a. Mengembangkan kapasitas diri

c. Menumbuhkan semangat dalam berkomunikasi, bernegosiasi,
kewirausahaan keluarga peserta membangun relasi dan jejaring
PKH melalui usaha ekonomi kerja, berdasarkan pengalaman
produktif. selama bertugas di lapangan dan

d. Memotivasi dan advokasi anggota atau secara mandiri.
keluarga peserta PKH yang b. Mendokumentasikan setiap
mengalami disabilitas kegiatan penting terkait dengan
(berkebutuhan  khusus)  untuk tugas dan  fungsi  sebagai
memperoleh  kemudahan dalam pendamping PKH.
mengakses pelayanan sosial. c. Melatih diri dalam kegiatan tulis

e. Memfasilitasi ketersediaan media menulis berkaitan dengan
konsultasi bagi keluarga peserta pengalaman selama mendampingi
PKH vyang mengalami ketidak peserta PKH” 42
harmonisan. Tugas pendamping sosial tersebut

f. Menggugah kesadaran keluarga semata-mata didedikasikan untuk
peserta PKH tentang pentingnya membantu peserta PKH dengan cara
menjaga, memelihara dan memberikan pendampingan karena:*
melestarikan lingkungan di sekitar 1. “Sebagian orang miskin mempunyai
tempat tinggalnya. keterbatasan kemampuan  dalam

g. Mengidentifikasi  potensi  dan memperjuangkan haknya, untuk itu
sumber yang ada di wilayah kerja mereka membutuhkan pendamping
pendamping untuk melihat dalam membantu untuk mendapatkan

41 Habibullah, Ivo Noviana, Kebijakan Pendamping 42 Habibullah, Ivo Noviana, Kebijakan Pendamping
Program Keluarga Harapan, P3KS Press, Jakarta, Program Keluarga Harapan, P3KS Press, Jakarta,
2013, him. 24-25. 2013, him. 25-26.

43 Op.cit., him. 24,
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haknya yang patut mereka peroleh dari

PKH. Untuk  itulah  mengapa

pendamping menjadi sangat penting

bagi penerima manfaat PKH.

2. UPPKH Kabupaten/Kota mempunyai
keterbatasan kemampuan
melaksanakan tugasnya di seluruh
kecamatan dalam waktu bersamaan,
petugas yang dimiliki sangat terbatas
sehingga  amatlah  sulit  untuk
mendeteksi segala macam
permasalahan dan melakukan tindak
lanjut dalam waktu cepat”.

Peran pendamping sosial di dalam

pelaksanaan PKH dapat dilihat sebagai
pelaksanaan peran community worker di
masyarakat yaitu:**
1. Mempercepat perubahan (Enabler),
Community worker sebagai seorang
enabler  berperan untuk membantu
masyarakat agar dapat mengartikulasi
(merubah)* kebutuhan mereka;
mengidentifikasikan  (menentukan)*®
masalah mereka dan mengembangkan
kapasitas (kemampuan)*’ mereka agar
dapat menangani masalah yang mereka
hadapi secara lebih efektif.
Perantara (Broker).
3. Perantara (broker) berperan dalam
intervensi sosial terkait erat dengan
upaya  menghubungkan individu
ataupun kelompok yang ada di dalam
masyarakat  yang membutuhkan
bantuan atau layanan masyarakat
(community services) dari community
worker (pekerja/pendamping sosial),
tetapi masyarakat tersebut tidak tahu
dimana dan bagaimana mendapatkan
bantuan yang diperlukannya tersebut,
yang disediakan oleh lembaga yang
menyediakan layanan masyarakat.

Pendidik (Educator).

5. Community worker (pekerja/
pendamping sosial/ masyarakat) dalam

no

B

4 Habibullah, Ivo Noviana, Kebijakan Pendamping
Program Keluarga Harapan, P3KS Press, Jakarta,
2013, him. 28-29.

% KBBI Daring, Artikulasi,
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/artikulasi,
diunduh hari Jum“at tanggal 19 Juli 2019.

menjalankan perannya sebagai pendidik
diharapkan mempunyai kemampuan
untuk menyampaikan informasi dari
sumber informasi kepada masyarakat
sebagai penerima informasi dengan
baik dan jelas, serta mudah ditangkap
olen komunitas yang menjadi sasaran
perubahan oleh informasi tersebut.

6. Tenaga ahli (expert).

7. Peranan Community  worker

(pekerja/ pendamping sosial/

masyarakat) sebagai tenaga ahli

(expert) adalah dalam hal

kemampuannya untuk memberikan

masukan, saran dan dukungan informasi
dalam berbagai area kepada pihak-
pihak yang terkait.

Perencana sosial (Social Planer).

9. Dalam hal ini Community worker
(pekerja/ pendamping sosial/
masyarakat) melakukan pengumpulan
data terkait dengan masalah sosial yang
terdapat di  dalam  masyarakat
(komunitas) dimana dia bertugas,
menganalisisnya dan  menyajikan
alternatif tindakan yang rasional untuk
mengatasi masalah tersebut. Kemudian
diharapkan harus mampu
mengembangkan program, mencoba
mencari anternatif sumber pendanaan
dan mengembangkan konsensus dalam
kelompok yang mempunyai berbagai
minat dan kepentingan.

10. Advokat (Advocate).

o

Menurut Oemar Seno Adji; bahwa
negara hukum Indonesia merupakan
Negara Hukum Pancasila karena Pancasila
merupakan falsafat (pandangan hidup)
bangsa Indonesia. “...Indonesia memiliki
konsep dari negara hukum yang memiliki
karakteristik ~ dari  Pancasila, karena
Pancasila adalah dasar hukum negara untuk
negara Indonesia, jadi penerapan dari

46 KBBI Daring, Identifikasi,
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/identifikasi,
diunduh hari Jum®at tanggal 19 Juli 2019.

4 KBBI Daring, Kapasitas,
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kapasitas,
diunduh hari Jum®“at tanggal 19 Juli 2019.
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konsep negara hukum di Indonesia akan
digarisbawahi oleh prinsip moral dari
pandangan  Pancasila,...”.*®  “Konsep
Negara hukum Pancasila bersumber dari
nilai-nilai sosial budaya Indonesia yang
kristalisasinya adalah Pancasila sebagai
Dasar Negara sebagaimana tertuang dalam
Pembukaan UUD 1945 vyang

merupakan “Staatsfundamentalnorm”
Negara Kesatuan Republik Indonesia”.*°
Secara lebih sederhana dapat dikatakan

bahwa; ‘“Negara Hukum  Pancasila
esensinya  berpangkal pada  asas
kekeluargaan,  musyawarah  mufakat

berlandaskan hukum adat, dan
perlindungan hak asasi manusia dengan
prinsip keseimbangan antara hak dan
kewajiban dan fungsi hukum
pengayoman”.>® Dengan demikian salah
satu ciri dari negara hukum Pancasila
adalah kemampuannya untuk menciptakan
“keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia”, sebagaimana dimaksud sila
kelima dari Pancasila. Dengan merujuk
kepada alinea keempat Pembukaan
(Preambule) Undang- Undang Dasar
Negara Republik Indonesia, bahwa tujuan
dibentuknya undang-undang dasar tersebut
adalah; “melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia  dan  untuk  memajukan
kesejahteraan ~ umum,  mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia...”. Bahwa dapat dipahami
tujuan akhir dari eksistensi negara hukum
Pancasila salah satunya adalah memajukan
kesejahteraan masyarakat Indonesia itu

% Made Hendra Wijaya, Karakteristik Konsep
Negara Hukum Pancasila,
https://www.neliti.com/id/publications/29382/kar
akteristik- konsep-negara-hukum-pancasila,
diunduh hari Kamis tanggal 6 Juni 2019.

49 Aloysius R. Entah, Indonesia: Negara Hukum
yang Berdasarkan Pancasila, Seminar Nasional
Hukum Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016, ISSN
(Cetak) 2614-3216 ISSN (Online) 2614-3569
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang,
him. 536.

%0 | Ketut Cahyadi Putra, Relevansi Konsep Negara
Hukum Pancasila Dengan Welfare State Dalam
Implementasinya Dengan Pelayanan Publik Di

sendiri.  Bahwa  dengan  demikian
kesejahteraan adalah salah satu tujuan
hukum dari negara hukum Pancasila.

Terkait dengan fungsi negara untuk
menghadirkan kesejahteraan bagi
masyarkatnya, maka saat ini di Indonesia
diwujudkan dalam bentuk jaminan sosial
masyarakat, “Jaminan sosial muncul
sebagai bagian dari pergulatan politik dan
ideologi yang berkembang di berbagai
negara”.®! Menurut Hermawati,>® terdapat
tiga bentuk sistem jaminan sosial, yaitu: a.
Welfare state. b. Welfare pluralism. c.
Welfare society.

Indonesia menganut sistem jaminan
sosial welfare state, yaitu; pelayanan sosial
di suatu negara yang terkait dengan
kesejahteraan masyarakat negara tersebut
sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah.
Negara, yang dalam hal ini adalah
pemerintahan negara, sepenuhnya
mengambil  tanggungjawab untuk
menyelenggarakan kesejahteraan  sosial
masyarakatnya, dengan demikian peranan
swasta atau masyarakat dalam
penyelenggaraan kesejahteraan sosial di
negara welfare state diposisikan sebagai
bantuan terhadap tugas yang menjadi beban
tanggungjawab pemerintah negara.

Yang dimaksud dengan kesejahteraan
masyarakat adalah meliputi semua sendi
kehidupan masyarakat. Kehidupan
masyarakat pada dasarnya menyangkut
berbagai aspek seperti; aspek politik, aspek
sosial, aspek pendidikan, aspek ekonomi,
aspek agama, dan lainnya. Kesejahteraan
masyarakat yang  diwujudkan oleh

Indonesia, Jurnal Magister Hukum Udayana Vol.
6 No. 1 (2017), E- ISSN 2502-3101 P-ISSN 2302-
528X,
https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/3
0607, diunduh hari Kamis tanggal 6 Juni 2019.

5l Eddi Kiswanto, Negara Kesejahteraan (Welfare
State): Mengembalikan Peran Negara Dalam
Pebangunan Kesejahteraan Sosial Di Indonesia,
Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik,
Volume 9 Nomor 2 (November 2005), Magister
Administrasi Publik Universitas Gajah Mada,
Yogyakarta, him. 94.

52 Op.cit., him. 95.
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pemerintahan negara tersebut harus

mencakup berbagai aspek kehidupan

masyarakat.

Negara Kesejahteraan menurut Kamus
Besar Ilmu Pengetahuan adalah negara
yang mengusahakan kesejahteraan rakyat
dengan mengatasi anarki produksi dan
krisis ekonomi, meningkatkan jaminan
hidup warga dengan memberantas
pengangguran.>®  Berdasarkan  definisi
tersebut eksistensi negara kesejahteraan
secara langsung dikaitkan secara langsung
dengan; (a) tidak ada anarki produksi, (b)
tidak ada krisis ekonomi, (c) adanya
jaminan hidup, dan (d) tidak adanya
pengangguran. Terkait judul penelitian ini
fungsi negara kesejahteraan terkait secara
erat dengan fungsi negara
menyelenggarakan jaminan hidup, dalam
bentuk Program Keluarga harapan (PKH).

Sebagaimana sudah disampaikan pada
bagian sebelumnya di atas bahwa
pelaksanaan Program Keluarga Harapan
(PKH) adalah sebagaimana dimaksud oleh
Peraturan  Menteri  Sosial  Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang
Program Keluarga Harapan. Berdasarkan
ketentuan pasal; Sumber pendanaan PKH
berasal dari:

1 Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN).

2 Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi (APBD Provinsi).

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah  Kabupaten/Kota  (APBD
Kabupaten/Kota).

4. Sumber dana lain yang sah dan tidak
mengikat.

Sementara itu menurut Kketentuan
sebagaimana dimaksud Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003
Tentang Keuangan Negara; “Keuangan
Negara adalah semua hak dan kewajiban
negara yang dapat dinilai dengan uang,
serta segala sesuatu baik berupa uang
maupun berupa barang yang dapat
dijadikan milik negara berhubung dengan

53 Save M. Dagun, Kamus Besar IImu Pengetahuan,
LKPN, Jakarta, 2000, him. 798.

pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”

(Pasal 1 angka 1). Sedangkan menurut

ketentuan Pasal 2-nya; Keuangan Negara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

angka 1, meliputi:

1. hak negara untuk memungut pajak,
mengeluarkan dan mengedarkan uang,
dan melakukan pinjaman;

2. kewajiban negara untuk

menyelenggarakan tugas layanan umum

pemerintahan negara dan membayar
tagihan pihak ketiga;

Penerimaan Negara;

Pengeluaran Negara;

Penerimaan Daerah;

Pengeluaran Daerah;

kekayaan negara/kekayaan daerah yang

dikelola sendiri atau oleh pihak lain

berupa uang,

8. surat berharga, piutang, barang, serta
hak- hak lain yang dapat dinilai dengan
uang, termasuk kekayaan yang
dipisahkan pada perusahaan negara/
perusahaan daerah;

9. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh
pemerintah dalam rangka
penyelenggaraan tugas pemerintahan
dan/atau kepentingan umum;
Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 17

Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

dikaitkan dengan ketentuan pasal 57

Peraturan  Menteri  Sosial  Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang

Program  Keluarga  Harapan  dapat

disimpulkan bahwa pendanaan PKH

berasal dari keuangan negara.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana
dimaksud  Undang-Undang  Republik
Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang
Kesejahteraan Sosial:

1 Tanggung jawab Pemerintah dalam
menyelenggarakan kesejahteraan sosial
meliputi: mengalokasikan anggaran
untuk penyelenggaraan kesejahteraan
sosial dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara” (Pasal 25 huruf n).

No ok w
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2 Tanggung jawab pemerintah provinsi
dalam menyelenggarakan kesejahteraan
sosial  meliputi:  mengalokasikan
anggaran  untuk  penyelenggaraan
kesejahteraan sosial dalam anggaran
pendapatan dan belanja daerah (Pasal
27 huruf a).

3. Tanggung jawab pemerintah kabupaten/
kota dalam menyelenggarakan
kesejahteraan sosial meliputi:
mengalokasikan ~ anggaran  untuk
penyelenggaraan kesejahteraan sosial
dalam anggaran pendapatan dan belanja
daerah (Pasal 29 huruf a).

Berdasarkan ketentuan sebagaimana
dimaksud  Undang-Undang  Republik
Indonesia Nomor 13 Tahun 20 Tentang
Penanganan Fakir Miskin:

1 Dalam pelaksanaan penanganan fakir
miskin,  Pemerintah  bertugas:
mengalokasikan dana yang memadai
dan mencukupi dalam  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara untuk
penyelenggaraan  penanganan  fakir
miskin (Pasal 28 huruf f).

2 Dalam pelaksanaan penanganan fakir
miskin, pemerintah daerah provinsi
bertugas: mengalokasikan dana yang
memadai dan mencukupi dalam
anggaran pendapatan dan belanja
daerah untuk penyelenggaraan
penanganan fakir miskin (Pasal 30 ayat
1 huruf e).

3. Dalam penyelenggaraan penanganan
fakir  miskin, pemerintah  daerah
kabupaten/kota bertugas:
mengalokasikan dana yang cukup dan
memadai dalam anggaran pendapatan
dan belanja daerah untuk
menyelenggarakan penanganan fakir
miskin (Pasal 31 ayat 1 huruf f).

4. Sumber pendanaan dalam penanganan
fakir miskin, meliputi:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara;

b. Anggaran pendapatan dan belanja

daerah;

c. Dana yang disisinkan  dari

perusahaan perseroan;

d. dana hibah baik dari dalam maupun

luar negeri; dan

e. sumber dana lain yang sah dan tidak

mengikat (Pasal 36 ayat 1).

Berdasarkan uraian diatas dapat
diketahui bahwa; (1) sumber pendanaan
PKH, (2 sumber pendanaan
penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dan
penanganan  fakir  miskin  sumber
pendanaannya berasal dari keuangan
negara. Sementara itu suatu perbuatan yang
secara nyata-nyata merugikan keuangan
negara dapat dikategorikan sebagai Tindak
Pidana Korupsi (TPK) sebagaimana
dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 31
Tahun 1999 Tentang Pemberantaan Tindak
Pidana Korupsi.

Tindak pidana korupsi adalah tindak
pidana sebagaimana dimaksud oleh
Undang-Undang  Republik  Indonesia
Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
yang kemudian dirubah bardasarkan
ketentuan sebagaimana dimaksud oleh
Undang-Undang  Republik  Indonesia
Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi. Undang-undang yang
secara khusus mengatur tentang tindak
pidana korupsi tersebut merupakan hukum
materil, sedangkan hukum formalnya
tunduk kepada peraturan sebagaimana
dimaksud Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (KUHAP) pada umumnya,
kecuali yang secara khusus diatur di dalam
undang-undang terkait tindak korupsi
tesebut.

Tindak  pidana  korupsi  dapat
dikategorikan sebagai tindak pidana khusus
karena diatur oleh suatu peraturan
perundang-undangan yang bersifat khusus
juga. Berbeda dengan tindak pidana pada
umumya yang pengeturannya sebagaimana
dimaksud oleh Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP). Meskipun
demikian sesungguhnya di dalam KUHP
juga terdapat beberapa pasal yang mengatur
tentang tindak pidana korupsi. Hal tersebut
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disebabkan karena undang-undang tentang
tindak pidana korupsi menyatakan hal
tersebut.

Pada dasarnya undang-undang terkait
tindak pidana korupsi dan undang-undang
terkait dengan tindak pidana pada
umumnya adalah setingkat menurut
hierarki perundang-undangan karena sama-
sama sebagai undang-undang. Meskipun
demikian diantara kedua undang-undang
tersebut terdapat hubungan satu dengan
lainnya yang disebut sebagai asas lex
specialis derogat legi generali (hukum
khusus menyampingkan hukum umum).
Hal tersebut dimungkinkan dengan adanya
ketentuan peraturan perundang-undangan
sebagaimana dimaksud Pasal 63 ayat (2)
KUHP; “Jika suatu tindakan masuk dalam
suatu ketentuan pidana umum, tetapi
termasuk juga dalam Kketentuan pidana
khusus, maka hanya yang khusus itu yang
diterapkan”.

Berdasarkan asas lex specialis derogat
legi generali dapat diketahui bahwa ada
peraturan  perundang-undangan  yang
bersifat khusus (mengatur suatu aturan
hukum tertentu) dan ada juga peraturan
perundang-undangan yang bersifat umum,
yaitu suatu peraturan perundang-undangan
yang mengatur suatu “rumpun” hukum
tertentu (misalnya; rumpun hukum pidana,
perdata, tata usaha negara, dan lain-lain).
Meskipun demikian untuk suatu tindak
pidana tertentu dimungkinkan bertentangan
sehingga tidak sesuai dengan ketentuan
hukum yang bersifat khusus, yang pada saat
bersamaan bertentangan sehingga tidak
sesuai dengan ketentuan yang bersifat
umum. Apabila hal tersebut terjadi, maka
peraturan  perundang-undangan  yang
bersifat khusus mengalahkan
(mengesampingkan) peraturan perundang-
undangan yang bersifat umum. Dengan
demikian Bahwa “maksud dari asas ini
adalah bahwa terhadap peristiwa khusus
wajib diberlakukan undang-undang yang

% Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto,
Perundang-undangan dan Yurisprudensi, Citra
Aditya Bakti, Bandung, 1983, him 8.

menyebut peristiwa itu, walaupun untuk
peristiwa khusus tersebut dapat pula
diberlakukan undang-undang yang
menyebut peristiwa yang lebih luas atau
lebih umum yang dapat mencakup peristiwa
khusus tersebut”.>*

Karena peraturan perundang-undangan
terkait dengan tindak pidana korupsi yang
berlaku di Indonesia adalah Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 31
Tahun 1999 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian
dirubah bardasarkan ketentuan
sebagaimana dimaksud oleh Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.

1. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 31 Tahun
1999 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi: “Setiap orang yang
secara melawan hukum melakukan
perbuatan memperkaya diri sendiri atau
orang lain atau suatu korporasi yang
dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara”.

2. Pasal 3 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 31 Tahun 1999
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi: “Setiap orang yang dengan
tujuan menguntungkan diri sendiri atau
orang lain atau suatu korporasi,
menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan atau sarana yang ada
padanya karena jabatan atau kedudukan
yang dapat merugikan keuangan negara
atau perekonomian negara”.

3. Pasal 5 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 31 Tahun 1999
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi: “Setiap orang yang melakukan
tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 209 Kitab Undang-
undang Hukum Pidana”. Pasal 209 ayat
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(1) KUHP; “barang siapa memberi atau
menjanjikan sesuatu kepada seorang
pejabat dengan maksud
menggerakkannya untuk berbuat atau
tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya
yang bertentangan dengan
kewajibannya”. Pasal 209 ayat (2)
KUHP; “barang siapa memberi sesuatu
kepada seorang pejabat karena atau
berhubung dengan sesuatu yang
bertentangan  dengan  kewajiban,
dilakukan atau tidak dilakukan dalam
jabatannya. Pencabutan hak tersebut
dalam pasal 35 No. 1-4 dapat
dijatuhkan”. Pasal 35 ayat (1) KUHP;
“Hak-hak terpidana yang dengan
putusan hakim dapat dicabut dalam hal-
hal yang ditentukan dalam Kkitab
undang-undang ini, atau dalam aturan
umum lainnya ialah:
a. hak memegang jabatan pada
umumnya atau jabatan Yyang
tertentu;

b. hak memasuki Angkatan
Bersenjata;

c. hak memilih dan dipilih dalam
pemilihan yang diadakan

berdasarkan aturan-aturan umum.
d. hak menjadi penasihat hukum atau

pengurus atas penetapan
pengadilan, hak menjadi wali, wali
pengawas, pengampu atau

pengampu pengawas, atas orang
yang bukan anak sendiri.

Pasal 6 Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 31 Tahun 1999

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi: “Setiap orang yang melakukan

tindak pidana sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 210 Kitab Undang-
undang Hukum Pidana”.

a. Pasal 210 ayat (1) ke 1: “Barang
siapa memberi atau menjanjikan
sesuatu kepada seorang hakim
dengan maksud untuk
mempengaruhi  putusan tentang
perkara yang diserahkan kepadanya
untuk diadili”.

b. Pasal 210 ayat (1) ke 2: “Barang
siapa memberi atau menjanjikan
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sesuatu kepada seorang Yyang
menurut ketentuan undang-undang
ditentukan menjadi penasihat atau
adviseur untuk menghadiri sidang
atau pengadilan, dengan maksud
untuk mempengaruhi nasihat atau
pendapat yang akan diberikan
berhubung dengan perkara yang
diserahkan kepada pengadilan
untuk diadili”.

c. Pasal 210 ayat (2). “Jika pemberian
atau janji dilakukan dengan maksud
supaya dalam perkara pidana
dijatuhkan pemidanaan”.

d. “Pencabutan hak berdasarkan pasal
35 No. 1-4 dapat dijatuhkan”. Pasal
210 ayat (3).

5. Pasal 7 Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 31 Tahun 1999
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi. “Setiap orang yang melakukan
tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 387 atau Pasal 388 Kitab
Undang-undang Hukum Pidana”.

a. Pasal 387 ayat (1): “Seorang
pemborong atau ahli bangunan atau
penjual bahan-bahan bangunan,
yang pada waktu membuat
bangunan atau pada  waktu
menyerahkan bahan-bahan
bangunan, melakukan  sesuatu
perbuatan curang yang dapat
membahayakan keamanan orang
atau barang, atau keselamatan
negara dalam keadaan perang”.

b. Pasal 387 ayat (2): “Barang siapa
yang bertugas mengawasi
pembangunan atau penyerahan
barang-barang itu, sengaja
membiarkan perbuatan yang curang
itu”.

c. Pasal 388 ayat (1): “Barang siapa
pada waktu menyerahkan barang
keperluan Angkatan Laut atau
Angkatan Darat melakukan
perbuatan curang yang dapat
membahayakan kesempatan negara
dalam keadaan perang”.

d. Pasal 388 ayat (2): “Barang siapa
yang bertugas mengawasi

Program Studi S2 Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Nusantara Bandung



penyerahan  barang-barang itu,
dengan  sengaja  membiarkan
perbuatan yang curang itu”.

6. Pasal 8 UU Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi: “Setiap orang yang
melakukan tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 415 Kitab
Undang-undang Hukum Pidana”. Pasal
415 KUHP; “Seorang pejabat atau
orang lain yang ditugaskan
menjalankan suatu jabatan umum terus-
menerus atau untuk sementara waktu,
yang dengan sengaja menggelapkan
uang atau surat berharga yang disimpan
karena jabatannya, atau membiarkan
uang atau surat berharga itu diambil
atau digelapkan oleh orang lain, atau
menolong sebagai pembantu dalam
melakukan perbuatan tersebut, diancam
dengan pidana penjara paling lama
tujuh tahun”.

Pasal 9 UU Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi: “Setiap orang yang
melakukan tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 416 Kitab
Undang-undang Hukum Pidana”. Pasal
416; “Seorang pejabat atau orang lain
yang diberi tugas menjalankan suatu
jabatan umum terus-menerus atau untuk
sementara waktu, yang sengaja
membuat secara palsu atau memalsu
buku-buku atau daftar-daftar yang
khusus untuk pemeriksaan administrasi,
diancam dengan pidana penjara paling
lama empat tahun”.

Pasal 10 UU Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi: “Setiap orang yang
melakukan tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 417 Kitab
Undang-undang Hukum Pidana”. Pasal
417 KUHP; “Seorang pejabat atau
orang lain yang diberi tugas
menjalankan suatu jabatan umum terus-
menerus atau untuk sementara waktu,
yang sengaja menggelapkan,
menghancurkan,  merusakkan atau
membikin tak dapat dipakai barang-
barang yang diperuntukkan guna
meyakinkan atau membuktikan di muka
penguasa yang berwenang, akta- akta,
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surat-surat atau daftar-daftar yang
dikuasainya karena jabatannya, atau
membiarkan orang lain menghilangkan,
menghancurkan, merusakkan atau
membikin tak dapat di pakai barang-
barang itu, atau menolong sebagai
pembantu dalam melakukan perbuatan
itu”.

Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi: “Setiap orang yang
melakukan tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 418 Kitab
Undang-undang Hukum Pidana”. Pasal
418 KUHP; “Seorang pejabat yang
menerima hadiah atau janji padahal
diketahui atau sepatutnya harus
diduganya, bahwa hadiah atau janji itu
diberikan karena kekuasaan atau
kewenangan yang berhubungan dengan
jabatannya, atau yang menurut pikiran
orang yang memberi hadiah atau janji
itu ada hubungan dengan jabatannya,
diancam dengan pidana penjara paling
lama enam bulan atau pidana denda
paling banyak empat ribu lima ratus
rupiah.

Pasal 12 UU Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi: “Setiap orang yang
melakukan tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 419, Pasal 420,
Pasal 423, Pasal 425, atau Pasal 435
Kitab Undang- undang Hukum Pidana”.
Pasal 419 ayat (1) KUHP: “Yang
menerima hadiah atau janji, padahal
diketahuinya bahwa hadiah atau janji itu
diberikan untuk  menggerakkannya
supaya melakukan  atau  tidak
melakukan sesuatu dalam jabatannya,
yang bertentangan dengan
kewajibannya”.

Pasal 419 ayat (2): “Yang menerima
hadiah mengetahui bahwa hadiah itu
diberikan sebagai akibat atau oleh
karena si penerima telah melakukan
atau tidak melakukan sesuatu dalam
jabatannya yang bertentangan dengan
kewajibannya”.

Pasal 420 ayat (1) ke 1: “Seorang hakim
yang menerima hadiah atau janji,
padahal diketahui bahwa hadiah atau
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janji itu diberikan untuk mempengaruhi
putusan  perkara yang menjadi
tugasnya”.

Pasal 420 ayat (1) ke 2: “Barang siapa
menurut ketentuan  undang-undang
ditunjuk  menjadi penasihat untuk
menghadiri sidang pengadilan,
menerima hadiah atau janji, padahal
diketahui bahwa hadiah atau janji itu
diberikan untuk mempengaruhi nasihat
tentang perkara yang harus diputus oleh
pengadilan itu”.

Pasal 420 ayat (2): “Jika hadiah atau
janji itu diterima dengan sadar bahwa
hadiah atau janji itu diberikan supaya
dipidana dalam suatu perkara pidana”.
Pasal 423: “Seorang pejabat dengan
maksud menguntungkan diri sendiri
atau orang lain secara melawan hukum,

dengan menyalahgunakan
kekuasaannya, memaksa seseorang
untuk memberikan sesuatu, untuk

membayar atau menerima pembayaran
dengan  potongan, atau  untuk
mengerjakan sesuatu bagi dirinya
sendiri, diancam dengan pidana penjara
paling lama enam tahun”.

Pasal 425 ayat (1): “Seorang pejabat
yang pada waktu menjalankan tugas,
meminta, menerima, atau memotong
pembayaran; seolah-olah berhutang
kepadanya, kepada pejabat lainnya atau
kepada kas umum, padahal
diketahuinya bahwa tidak demikian
adanya” .

Pasal 425 ayat (2): “Seorang pejabat
yang pada waktu menjalankan tugas,
meminta atau menerima pekerjaan
orang atau penyerahan barang seolah-
olah merupakan hutang kepada dirinya,
padahal diketahuinya bahwa tidak
demikian halnya”.

Pasal 425 ayat (3): “Seorang pejabat
yang pada waktu menjalankan tugas,
seolah-olah sesuai dengan aturan-aturan
yang bersangkutan telah menggunakan
tanah negara yang di atasnya ada hak-
hak pakai Indonesia, dengan merugikan
yang berhak padahal diketahuinya
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bahwa itu  bertentangan
peraturan tersebut”.

Pasal 435: “Seorang pejabat yang
dengan langsung  maupun tidak
langsung sengaja turut serta dalam
pemborongan, penyerahan  atau
persewaan, yang pada saat dilakukan
perbuatan, untuk seluruh atau sebagian,
dia  ditugaskan  mengurus  atau
mengawasinya, diancam dengan pidana
penjara paling lama sembilan bulan atau
pidana denda paling banyak delapan
belas ribu rupiah”.

Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi: “Setiap orang yang

dengan

memberi hadiah atau janji kepada
pegawai negeri dengan mengingat
kekuasaan atau wewenang yang
melekat pada jabatan atau

kedudukannya, atau oleh pemberi
hadiah atau janji dianggap melekat pada
jabatan atau kedudukan tersebut”.

Pasal 14 UU Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi: “Setiap orang yang
melanggar ketentuan Undang-undang
yang secara tegas menyatakan bahwa
pelanggaran terhadap ketentuan
Undang-undang tersebut sebagai tindak
pidana korupsi berlaku ketentuan yang
diatur dalam Undang-undang ini”. Pasal
14 UU Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.

Pasal 15 UU Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi: "Setiap orang yang
melakukan percobaan, pembantuan,
atau  pemufakatan  jahat  untuk
melakukan tindak pidana korupsi”.
Pasal 15 UU Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.

Pasal 16 UU Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi: “Setiap orang di luar
wilayah negara Republik Indonesia
yang memberikan bantuan, kesempatan,
sarana, atau keterangan untuk terjadi’
tindak pidana korupsi”.

Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2001 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:
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“Setiap gratifikasi kepada pegawai
negeri atau penyelenggara negara
dianggap pemberian suap, apabila
berhubungan dengan jabatannya dan
yang berlawanan dengan kewajiban
atau tugasnya”.

Mekanisme penyaluran bantuan sosial
PKH terdiri dari 7 (tujuh) tahapan,
berdasarkan  petunjuk  teknis  yang
dikeluarkan  oleh  Direktur  Jenderal
Perlindungan Dan Jaminan Sosial melalui
Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan
Dan Jaminan Sosial Nomor:
04/LJS/08/2018  Tentang  Perubahan
Pertama Atas Keputusan Direktur Jenderal
Perlindungan Dan Jaminan Sosial Nomor:
01/LJS/02/2018 Tentang Petunjuk Teknis
Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai,
yaitu:

1. Pembukaan

Bantuan Sosial.
2. Sosialisasi dan edukasi.

3. Distribusi Kartu Keluarga Sejahtera
(KKS).

Proses Penyaluran Bantuan Sosial PKH.
Penarikan Dana Bantuan Sosial PKH.
Rekonsiliasi hasil penyaluran Bantuan
Sosial PKH.

7. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

Penyaluran Bantuan sosial.

Mekanisme penyaluran bantuan sosial
PKH secara non tunai meliputi; (1)
Pembukaan Rekening Penerima Bantuan
Sosial; (2) Sosialisasi dan edukasi; (3)
Distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);
(4) Proses Penyaluran Bantuan Sosial PKH;
(5) Penarikan Dana Bantuan Sosial PKH;
(6) Rekonsiliasi hasil penyaluran Bantuan
Sosial PKH; dan (7) Pemantauan, Evaluasi
dan Pelaporan Penyaluran Bantuan sosial.
Mekanisme penyaluran bantuan sosial PKH
secara non tunai tersebut dirancang untuk
meminimalisir ~ kemungkinan  adanya
penyelewenang yang dilakukan oleh
berbagai pihak yang terlibat di dalam setiap
tahapan proses penyaluran bantuan sosial
yang dimaksud.

Pada proses penyaluran bantuan sosial
PKH tahap / kegiatan ke 1 pada pokoknya
masih merupakan kegiatan administrasi

Rekening Penerima

o gk

yang dilakukan di bank, vyaitu; (1)
pembukaan rekening, (2) cetak Kkartu, (3)
cetak pin, dan (4) laporan. Pada tahap ini
belum ada lalulintas uang, dengan demikian
belum ada potensi “kebocoran” anggaran.
Potensi kerawanan di tahap 1 ini adalah
pada saat pencetakan kartu dan nomor pin
karena kartu yang belum menggunakan
teknologi “chip” relatif mudah untuk
diduplikasi. Demikian juga pin kartu yang
dimaksud ada potensi untuk diketahui oleh
pihak yang tidak berwenang. Mengingat
nilai bantuan sosial PKH untuk masing-
masing penerima relatif kecil apabila
dibandingkan dengan “usaha” yang harus
dilakukan untuk melakukan duplikasi kartu
dan atau duplikasi nomor pin, maka

“kerawanan” pada tahap 1 ini dapat dinilai

sebagai kecil.

Pada proses penyaluran bantuan sosial
PKH tahap / kegiatan ke 2 pada pokoknya
merupakan kegiatan sosialisasi dari pihak
pemberi bantuan kepada pihak yang
menerima bantuan. Apabila sosialisasi ini
dilakukan oleh Pendamping Sosial secara
langsung kepada peserta PKH, hal tersebut
berpotensi menimbulkan  “kerawanan”
dalam bentuk “kesalahan informasi” yang
disampaikan oleh Pendamping Sosial
kepada peserta PKH. Hal tersebut
disebabkan karena:

1. Latar belakang pendidikan dan sosial
peserta PKH yang dikategorikan berasal
dari keluarga yang sangat miskin,
berpotensi mudah menerima informasi
yang salah. Sebagai contoh:

a. Bisa saja tidak semua jenis program
bantuan sosial yang akan diterima
oleh  peserta PKH tersebut
disampaikan olenh  Pendamping
Sosial yang memberikan sosialisasi.

b. Bisa saja besaran nilai bantuan
sosial yang disampaikan sealam
sosialisasi tidak sesuai dengan yang
sebenarnya.

c. Bisa saja dimunculkan biaya-biaya
yang sebenarnya tidak ada.

2. Peserta PKH tidak mempunyai
kemempuan untuk menyaring
(membedakan) antara informasi yang
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benar dengan informasi yang tidak

benar yang disampaikan oleh pihak

yang memberikan sosialisasi.

3. Posisi yang tidak setara antara posisi
Pendamping Sosial dengan posisi
peserta PKH. Dalam hal ini dapat saja
dicitrakan bahwa Pendamping Sosial
tersebut adalah pihak yang ,berkuasa
secara penuh” untuk menyalurkan
bantuan sosial kepada peserta PKH,
sehingga peserta PKH harus “selalu
menuruti” saran, atau perintah dari
Pendamping sosial.

Pada proses penyaluran bantuan sosial
PKH tahap / kegiatan ke 3 pada pokoknya
merupakan kegiatan  distribusi  buku
tabungan, kartu, dan nomor pin, serta proses
aktivasinya. Pada tahap ini relatif aman dari
adanya “penyelewengan” karena masih
bersifat ~ administratit,  tidak  dapat
diwakilkan, dan belum ada lalu lintas dana
bantuan (belum ada pencairan dana
bantuan).

Pada proses penyaluran bantuan sosial
PKH tahap / kegiatan ke 4 pada pokoknya
merupakan kegiatan penyaluran bantuan,
yaitu terjadinya perpindahan dana dari
pemberi bantuan kepada rekening masing-
masing penerima bantuan PKH yang
dimaksud. Adalah benar pada tahap ini
terjadi  proses pemindahbukuan dana
bantuan, tetapi patut diduga bahwa proses
pemindahbukuan tersebut belum diketahui
oleh peserta PKH.

Pada proses penyaluran bantuan sosial
PKH tahap / kegiatan ke 5 pada pokoknya
merupakan kegiatan penarikan dana
bantuan sosial yang sudah ada di rekening
tabungan masing-masing peserta PKH.
Pada tahap ini sangat dimungkinkan
terjadinya  “penyimpangan”.  Sebagai
contoh:

1. Jarak antara tempat penarikan dana
bantuan dengan domisili peserta PKH
mungkin jauh. Hal tersebut bakal
menimbulkan masalah dalam hal
transportasi.

2. Apabila penarikan dana bantuan
tersebut dapat dilakukan melalui mesin
ATM, dengan mempertimbangkan latar

belakang sosial para peserta PKH,

mungkin hal tersebut bukan hal yang

mudah dilakukan oleh para peserta

PKH.

3. Karena kesulitan-kesulitan yang sudah
dapat dibayangkan oleh para peserta
PKH dalam hal penarikan dana bantuan
sosial tersebut, sangat dimungkinkan
peserta PKH tersebut “meminta
bantuan” kepada pihak lain untuk
menarik dana bantuan yang dimaksud.
Kalau hal tersebut memang benar
terjadi, maka yang paling mungkin
dimintai bantuannya oleh peserta PKH
adalah Pendamping Sosial-nya. Dalam
hal ini patut diduga bahwa peserta PKH
akan “menitipkan” kartu dan nomor
pin-nya kepada orang yang
membantunya tersebut. Potensi
permasalahan secara hukum antara
peserta PKH dan Pendamping Sosial-
nyasangat dimungkinkan berawal dari
hal tersebut.

Pada proses penyaluran bantuan sosial
PKH tahap / kegiatan ke 6 pada pokoknya
merupakan rekonsiliasi hasil kegiatan
bantuan sosial PKH tersebut. Dengan
demikian pada tahap ini kegiatannya hanya
merupakan kegiatan administrasi saja. Pada
tahap ini relatif tidak ada kekhawatiran
terjadinya penyimpangan proses pencairan
dana bantuan sosial. Meskipun demikian
pada tahap ini juga menimbulkan potensi
terjadinya tindak penyimpangan dalam hal
manipulasi  data  untuk  menutupi
“kekeliruan” yang sudah terjadi.

Pada proses penyaluran bantuan sosial
PKH tahap / kegiatan ke 7 pada pokoknya
merupakan proses pelaporan dan evaluasi
kegiatan. Justru pada tahap ini dapat
dioptimalkan sebagai sarana pengawasan
terhadap kegiatan yang telah dilakukan.

Kode etik adalah salah satu usaha
preventif untuk mencegah terjadinya
penyimpangan, dalam hal ini mencegah
terjadinya penyimpangan penyaluran atau
penggunaan dana bantuan sosial PKH.
Berbeda dengan hukum yang kekuatan
mengikatnya berasal dari luar diri Kita,
maka kekuatan mengikat kode etik lebih
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kepada kepatuhan individu para pendukung
kode etik tersebut. Dengan demikian
kekuatan mengikat kode etik bersifat
internal. Apabila semua sumber daya
manusia yang menjadi bagian dari proses
PKH tersebut melaksanakan kode etik yang
dimaksud, maka dapat diduga bahwa kode
etik tersebut dapat efektif memposisikan
dirinya sebagai sebuah hukum.

Berdasarkan kasus posisi perkara ini,
Terlapor (pendamping sosial PKH) pada
prinsipnya tidak laksanakan kode etik
sebagaimana seharusnya dalam hal;
kewajiban, larangan , dan etika hubungan.
Ketiga hal tersebut dilanggar dan atau tidak
dilaksanakan oleh Terlapor sehingga terjadi
peristiwa  hukum  sebagaimana yang
dimaksud.

Terlapor tidak melakukan
kewajibannya untuk berbuat santun
memiliki  integritas, dan  bersikap
profesional. Hal tersebut dilakukan dengan
cara tidak memberikan informasi secara
bijak (benar), tidak jujur, dan tidak
melaksanakan tugasnya dengan benar.
Kemudian Terlapor juga melanggar
larangan  dengan cara  melakukan
penggelapan dan penyalahgunaan uang
serta mengutip, mengurangi, membawa,
menyimpan, dan/atau menarik  uang
bantuan program. Terlapor juga tidak
menjaga etika hubungan, terutama etika
hubungan dengan KPM  (Keluarga
Penerima Manfaat) karena Terlapor tidak
memegang teguh  komitmen, tidak
bertanggungjawab, tidak jujur, serta tidak
menghormati dan menghargai KPM PKH.

Terlepas dari tindakan Terlapor yang
tidak sesuai dengan kode etik yang telah
ditetapkan, fakta yang terungkap di dalam
perkara ini adalah adanya “peluang” dan
atau “kesempatan” yang dimiliki oleh
seorang  pendamping  sosial  untuk
“menguasai” kartu ATM  Keluarga
Penerima Manfaat (KPM) Program
Keluarga Harapan (PKH) dengan berbagai
alasan, dalam hal ini dengan alasan untuk di
photo copy. Menarik untuk dicermati
adalah; sekiranya benar yang diperlukan
oleh Terlapor tersebut adalah photo copy

kartu ATM, kenapa tidak meminta photo

copy kartu ATM kepada KPM PKH?

Perlu dicermati juga fakta yang
menunjukan bahwa “dikumpulkannya”
kartu ATM peserta PKH pada awalnya
disebabkan karena Mesin EDC E-waroong
milik Sdri. DEWI rusak sejak bulan Mei
2018 (rusak selama 8 bulan), sehingga
pencairan BPNT  akan  dilakukan
menggunakan mesin EDC punya NANA
SUHERNA Bin SUHERMAN Alm, selaku
agen BRI link biasa An. BRI Link RAMA.

Berdasarkan uraian diatas dapat
diketahui bahwa:

1. Mekanisme mencairan dana bantuan
sosial PKH adalah KPM mencairkan
dana  bantuan  tersebut  dengan
menggunakan mesin EDC E-Waroong
yang terdekat secara langsung.
Mekanisme tersebut tentunya didak
memberi  peluang adanya upaya
“pemotongan” dana bantuan oleh
berbagai pihak yang tidak
bertanggungjawab.

2. Masalah timbul karena mesin EDC
yang dimaksud rusak dalam kurun
waktu yang lama sehingga KPM PKH
harus mengambil dana bantuan yang
dimaksud di tempat lain, yang dengan
berbagai  pertimbangan  dilakukan
secara kolektif dengan cara
mengumpulkan karta ATM- nya. Hal
tersebut tentunya bertentangan dengan
“hukum” karena kartu ATM dan pin-
nya seharusnya bersifat pribadi dan
tidak dapat dipergunakan oleh pihak
lain.

3. Terlapor faktanya tidak menyampaikan
adanya tambahan bantuan regular per
tahun kepada KPM PKH, dan
“meminjam” kartu ATM KPM PKH
yang dikumpulkan untuk kepentingan
pengambilan dana bantuan
menggunakan mesin EDC di tempat
lain karena mesin EDC E-Waroong
yang ada setempat milik Saudari Dewi
dalam keadaan rusak.

Sebagaimana sudah diuraikan pada
bagian sebelumnya diatas, anggaran untuk
PKH dapat berasal dari Anggaran
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Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
baik daerah provinsi maupun daerah
kabupaten/kota. Kegiatan PKH juga dapat
dibiayai oleh sumber-sumber lainnya yang
sah dan tidak mengikat.

Dengan  demikian  dana  yang
dipergunakan untuk pelaksanaan PKH
tersebut dapat dipastikan sebagai bagian
dari keuangan negara. Sementara itu
penyimpangan  terhadap  penggunaan
keuangan negara menjadi bagian dari
pengadilan tindak pidana korupsi untuk
memeriksa dan memutusnya. Dengan
demikian penyimpangan penggunaan dana
PKH merupakan bagian dari tindak pidana
Korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan
atau Pasal 3 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2 ayat (1); “Setiap orang yang
secara melawan  hukum  melakukan
perbuatan memperkaya diri sendiri atau
orang lain atau suatu korporasi yang dapat
merugikan ~ keuangan  negara  atau
perekonomian negara, dipidana penjara
dengan penjara seumur hidup atau pidana
penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan
paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda
paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.
1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Pasal 2 ayat (2); “Dalam hal tindak
pidana korupsi sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan
tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”.

Pasal 3; “Setiap orang yang dengan
tujuan menguntungkan diri sendiri atau
orang lain atau suatu korporasi,
menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan atau sarana yang ada padanya
karena jabatan atau kedudukan yang dapat
merugikan ~ keuangan  negara  atau
perekonomian negara, dipidana dengan
pidana penjara seumur hidup atau pidana
penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan
paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau
denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak
Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Berdasarkan informasi yang diperoleh
melalui media masa bahwa Terlapor
(Pendamping Sosial PKH di Desa
Lojikobong  Kecamatan  Sumberjaya
Kabupaten Majalengka) melalui istrinya
sudah mengembalikan kerugian sebesar Rp.
121.000.000,- kepada (keuangan) negara
melalui Dinas Sosial yang diterima oleh
Kepala Bidang Pelayanan Bencana
Kabupaten Majalangka pada hari Jum®“at
tanggal 8 Maret 2019. Berdasarkan
ketentuan Pasal 4  Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, pengembalian kerugian negara
tersebut tidak menghapus pidana terhadap
yang bersangkutan. Pasal 4 UU Tipikor;
“Pengembalian kerugian keuangan negara
atau  perekonomian  negara  tidak
menghapuskan dipidananya pelaku tindak
pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 dan Pasal 3”.

Tentang bagaimana Terlapor
(Pendamping Sosial PKH) tersebut diduga
melakukan tindak pidana dapat diuraikan
sebagai berikut (berdasarkan Resume
Singkat Polres Majalengka tanggal 23
Februari 2019):

1. Diketahui sejak hari Kamis tanggal 13
Februari 2019 sekitar jam 17.00 Wib.
telah terjadi dugaan tindak pidana
korupsi atau Penyalahgunaan
wewenang masalah Dana bantuan sosial
PKH untuk para KPM di wilayah
masyarakat Desa Lojikobong Kec.
Sumberjaya Kab. Majalengka yang
diduga dilakukan oleh  Terlapor
(pendamping Sdr. DEDE DAROJAT) .
Adapun awal mulanya terlapor selaku
pendamping Sdr. DEDE DAROJAT
yang ditugaskan untuk mendampingi
masyarakat penerima bantuan sosial
PKH tidak mensosialisasikan bahwa
pada bulan januari 2019 akan ada
tambahan bantuan Reguler berupa uang
sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima
puluh ribu rupiah) bagi peneriman
bantuan sosial PKH, namun pada
tanggal 30 Januari 2019 yang mana
masyarakat penerima bantuan sosial
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PKH mengumpulkan katru ATM
bantuan di E- waroong yang pada saat
itu akan ada pencairan Bansos BPNT,
akan tetapi terlapor mengambil kartu
ATM dari E- waroong dengan alasan
mau di Poto Copy atas permintaan
Dinas Sosial Kab. Majalengka.
Diketahui terlapor mengambil dana
tambahan bansos reguler sebesar Rp.
121.000.000,- (seratus dua puluh satu
juta rupiah) dari penerimabansos PKH
sebanyak 220 orang.

2. Keterangan saksi Suwanda bin Sala:
Dirinya menerangkan sebelum Dana
Bantuan Sosial PKH turun tersebut ada
sosialisai dari pendamping Sdr. DEDE.
Berdasarkan uraian diatas dapat

diketahui bahwa perkara ini dimulai dengan
tidak disosialisasikannya adanya tambahan
tetap / regular sebesar Rp. 550.000,- per
tahun oleh Pendamping Sosial PKH kepada
para peserta PKH itu sendiri, untuk
selanjutnya dana tambahan tetap /regular
sebesar Rp. 550.000,- per tahun tersebut
meskipun ditransfer secara langsung
kepada rekening masing-masing peserta
PKH, tetapi karena kartu ATM-nya dengan
berbagai cara dapat dikuasai oleh Terlapor,
maka Terlapor dapat mencairkan dana
tersebut dengan tanpa diketahui dan tanpa
persetujuan dari para peserta PKH yang
dimaksud.

IV.KESIMPULAN

Penyebab terjadinya penyimpangan
dana bantuan sosial Program Keluarga
Harapan (PKH) adalah karena dua hal:

1. Sebab internal dari diri Terlapor
(Pendamping Sosial PKH) sendiri yang
pada pokoknya ingin menggunakan
dana bantuan sosial PKH untuk
kepentingannya sendiri.

2. Sebab eksternal, yaitu; adanya peluang/
kesempatan yang ditimbulkan oleh
adanya kerusakan mesin EDC E-
Waroong (dalam kurun waktu yang
lama) sebagai tempat rujukan penarikan
dana bantukan sosial PKH oleh KPM.

Tindakan pendamping Program
Keluarga  Harapan  (PKH)  berupa
pengurangan dana bantuan sosial tersebut
dapat dikenai tindakan sebagaimana diatur
undang- undang tindak pidana korupsi
karena sumber dana pembiayaan PKH
tersebut Dberasal dari keuangan negara.
Sementara itu suatu tindakan yang dapat
merugikan  keuangan  negara  dapat
dikategorikan  sebagai tindak pidana
korupsi menurut undang-undang terkait
pemberantasan tindak pidana korupsi.
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